BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab

hukum penyelenggara platform emas digital terhadap risiko gagal serah dan

insolvensi dalam sistem hukum Indonesia, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Pengaturan hukum penyelenggaraan platform emas digital di Indonesia
didasarkan pada berbagai rezim hukum yang saling melengkapi, meliputi
hukum perdagangan berjangka komoditi, transaksi elektronik, perjanjian,
perlindungan konsumen, dan kepailitan. Pengaturan tersebut mewajibkan
penyelenggara untuk memiliki perizinan yang sah, menyediakan emas fisik
sebagai underlying asset, menjaga keandalan sistem elektronik, serta
memberikan perlindungan hukum kepada pengguna. Dengan demikian,
penyelenggaraan platform emas digital tidak hanya berorientasi pada aspek
perdagangan, tetapi juga pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan
konsumen.

Tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital terhadap
risiko gagal serah dan insolvensi dapat timbul berdasarkan hukum
perjanjian, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, dan
kepailitan. Gagal serah yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban

penyelenggara dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, sedangkan
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tindakan manipulatif atau ketidaksesuaian antara saldo digital dan
cadangan emas fisik dapat menimbulkan tanggung jawab berdasarkan
perbuatan melawan hukum. Dalam hal penyelenggara dinyatakan pailit,
pengguna memiliki hak tagih sebagai kreditur. Namun, perlindungan
hukum terhadap pengguna sangat bergantung pada adanya pemisahan yang
jelas antara aset pengguna dan aset perusahaan, karena ketiadaan segregasi
aset berpotensi menyebabkan saldo emas pengguna diperlakukan sebagai

bagian dari boedel pailit.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, Bappebti, dan regulator terkait perlu memperkuat pengaturan
mengenai perlindungan aset pengguna dalam penyelenggaraan platform
emas digital, khususnya melalui kewajiban segregasi aset, audit berkala
terhadap ketersediaan underlying asset, serta pengaturan yang lebih jelas
mengenai kedudukan hukum aset pengguna apabila penyelenggara
mengalami insolvensi atau kepailitan. Penguatan regulasi tersebut
diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah timbulnya

sengketa mengenai status kepemilikan emas digital.

2. Penyelenggara platform emas digital perlu menerapkan sistem pengelolaan
aset yang transparan dan akuntabel, termasuk pemisahan yang tegas antara

aset pengguna dan aset perusahaan, penyediaan informasi yang akurat
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mengenai cadangan emas fisik, serta peningkatan manajemen risiko
operasional. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan
pengguna, mengurangi risiko gagal serah, dan memberikan perlindungan
yang lebih optimal terhadap hak-hak pengguna apabila terjadi permasalahan

keuangan pada penyelenggara.
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